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Dalam peraturan Bupatl ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat: 
2. Pemerlntah Daerah adalah Bupati den Perangkat Daerah scbagai penyelenggara Pemerintah Daerah; 
3. Bupsti acialah Bupati Pakpak Bharat: 
4. Perangkat Daerah adalah organlsas,/1emh:11a pads Pemertntafrm Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah 

dalarn rang:<a penyelenggaraan pernerintanan yang lerdiri dari sekretartat Daerah, Dlnas Dacrah, Lembaga Teknis Daerah 
dan Kantor: 

Pasal 1 

BAEI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PE~YALURAN DANA BANTUAN 808IAL 
ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS\ KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANOGARAN 
2008 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pember.tukan Kabupaten Nias Selatan, Kabopaten 
Pakpak Bhar at can '<abupaten Humbang Hasundutan di Proplnsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4272); 

2. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah du.bah dengan Undar,g-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah0?engganti Uridang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daer ah mcnjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik lndonesla Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); '' 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan Antara Pemerlntah Pusat 
don Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4438); 

5. Peraturan Merteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengclolaan Keuangan 
Daerah; 

6. Pcraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Jelanja Daerah Tahun Anggaran 2COU; 

7. Surat Edaran i.lenter. Dalam Negeri Nomor : 900'2677/SJ tanggal 8 November 2007 perihal 
Bantuan Hibah dan Bantuan Daerah; 

8. Peraturan Dae,rar Kabupaten Palcpak Bharat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak 
Bharat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 32); 

9. Pernturnn Daerah Kabupatcn Pakpak Bharat Nemer 1 Tahuu 2008 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 1, Tambanan Lembaran Daerat- Kabupaten Pakpak Bharat 
Nomor 54); 

10. ~eratuan Buoati Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Ouerah Kabupatcn Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2008 (Serita Daerah Nomor 1 ). 

MenginQat 

a. bahwa daiarn ,angka terpenuhinya ketentuan Pasal 45 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dirasa perlu pengaturan penjelasan perumukan Dana Bantuan Sosial 
Kernasvarakatnn Kabupaten Pakpak 8haral Tahun Anggaran 2008; 

b. bahwa untuk tertib a-frnlnlstrasl penyalvran Da-ia Bantuan Sosial tersebut pada butir ·a· diatas dirasa 
pertu menetapkan Peduman Umum Penyaluran Dana Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 
dalam satu Peraturan Bupati Pakpak Bha·at. 

Menimbang 

BUP.'\TI PAKPAK BHARAT, 

PF:C:.OMAN UMlH1 PENYALUHAN DANA BANTU/\N SOSIAL ORGAt-..lSASI KEMASYARAKJ'.TAN (ORMAS) 
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TA HUN ANGGARAN 20')8 

TENT ANG 

PERATllRAN BUPATI PAKPAK BHARAT 
NuMOR 9 TAHUN 2008 

NO. 9, 2008 

BERIT A DAE RAH 
KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
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Pasal6 

(1) Pener1ma bantuan soslal organisasi kemasyarakatan, bantuan Partai Polltlk dan bantuan Alokasl Dana Desa dlwajlbkan 
menyampalkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan perundang-undangan yang ber1aku. 

(2) F'enerima bantuan keagamaan diwajihkar. rnerrrndatanqani Berita Acara serah ter1ma dana bantuan dlatas materai Rp. 
6.000,- 

(3) Penerirna dana bantuan operasional, hantuan pembinaan oleh lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta dlwajibkan 
rnenvampatkan laporan pertanggungjawaban untuk dapat mengajukan pencalran dana selanjutnya. 

:4) Penerima dana bantuan operasional, bantuan pemblnaan dan bantuan Partal Polltik dlwajibkan membuka nomor rekening 
pada PT. Bank Sumut Cabang Pemban.u Salak sebagal dasar transfe, dana. 

BAB IV 
KEWAJtBAN PENERJMA BANTUAN 

ProseC:ur penyaluran dana bantuan soslat kemasyarakatan dapat ci!?kukan setelah mendapat persetujun dari Bupati Pakpak 
eharat dengan ketentuan sebagai be rikut : 

a mit!',lng-maslng komponen penet ima bantuan sosial v-ajtb mengajukan rencana kebutuhan/keglatan dengan tldak 
rnelampaui jumlah dana y;,ng ditetapkan dalam OPA; 

b. rencana kebutuhan dana yang diajukan harus ter1ebih dahulu mendapat rekomendasi dari masing-masing dinas/instansl 
yang rnenar.qani. 

Penveluren de,ie bagi lembt!ge pemerir.teh, lembaga swasta ~·ang diperuntukkannya merupakan bantuan operasional dan 
pembinaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan (pertriwutan). 

Khusu~ bantuan keagamaan, Jumlah yang diberikan bersifat stimulus dan dllakukan secara setektif dengan 
mempertimbangkan azas pemerataan yang disei.ualkan dengan kemampuan dana yang tersedia. 

Penyaluran uana bantuan kepada Partai Potitik yang mempunyai Wllkll di DPRD (20 kursi) dapat dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang her1aku (PP No. 29 Tahun 2005. 

Bantuan keuangan kepada Pemerintahan ues;, yang dlgunakan untuk Alokasl Dana Desa (ADD) dapat dlsalurkan setelah 
masing-meaing desa menetapkan (lnggaran Be:anja den Pendapatan Desa malalui Peraturan Desa. 

Pasal 5 

BAB Ill 
PHOSEDUR PENYALURAN DANA 

Pasal 4 
(1) Bantuzn soslal organisasi ke-nasvarakntan sebagaimana tersebut dalarn Pasal 3 dlatas pada pnnsipnya adala:-. 

dlperu11tukkan untuk kebutuhan mcliputl biaya operaslonal, blaya pernblnaan, bantuan kescjahteraan, penlngkata,1 
kesejahteraan, bantuan pendldlkan. bantuan xerjasarna, bantuan stimulus, bantuan keagarnaan, bantuan kepada PafP<;JI dan 
Alokasi Dana Desa (ADD). . 

(2) Pernberian bantuan sosial orqanlsasi kernasy:·irakatan dilakukan secsra selektlf dan di dasarkan pada pertlrnbanqan urgensi 
bagi kepentingan daerah sesuai kerna.npuan keuanqan daerah. 

Bantuan sosial organisasi kemasyarakatan sebaqaimana dlmaksud dalam Pasal 3 tersebut diatas merupakan pagu makslmal yang 
diberikan kepada masing-masing ormas jengan jenis kegiatan yaitu : 

a. bantuan biaya operasional Lembaga Pemerintah, bantuan pelaksanaan program pemerintah, bantuan pendldikan, bantuan 
kerjasama, bantuan kegiatan seni dan oleh raga serta dana sharing; 

b. bantuan keagamaan. bantuan pernbanqu.ien rumah ibadah, bantuan lembaga kebudayaan dan forum komunikasi urnat 
beragama; 

c. bantuan partai politlk, bantuan orgar.isasi kepernudaan, kemasyarakatan dan bantuan legiun veteran; 

d. bantuan keuangan kepada Pernerir.tah [)es3 (Alokasi Dana Desa). 

Pasal 3 

(2) 

Penganrgaran bantuan sosial organisasi kemasyarakatan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2008 dlbebankan pada 
APBD Kabupaten Pakpak Bharat dan tertampung dalam RKA Sadar, Pengelola l<euangan Daerah. 

Bantuan sosial organisasi kemasyarakatan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Pakpak Bharat diuraikan menurut 
kelompok/jenis bantuan per kode rekening. 

(1) 

Pasal 2 

BASii 
PENGANGGARAN 

Bantuan Sosial Organisasi Kernasyara'catan adalah sejumlah uang yang diberikan pemerintah daerah ke;:iada Lembaga 
Perueruitah, (Jrganisasi Non Pemerintah. lembaga sosial dan masyarakat yang diharapkan meningkatkan kwalltas kehidupan 
sosial dan ekonomi masyarakat serta dapat mendorong µeningkatan partisipasl masyarakat dalam penyelenggaraan 
pembangunan. 
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SERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAI< BHARAT TAHUN 2008 
NOMOR9 

GANDI WARTHA MANIK 

dto. 

Diudangkan di Salak 
pada tanggal 30 April 2008 

SEKRETARIS DAERAH KABUP.lTEN PAKPAK BHARAT 

H. MAKMUR BERASA 

ctto. 

Ditetapkan di Salak 
pada tanggal 29 April 2008 

BUPATI PAKPAK BHARAT, 

Pasal 7 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati P'lkpak Bharat ini, maka ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan 
Bupatl ini dinyatakan tidak ber1aku lagi. 

(2) Peratura,1 Bupati lni mulai berlaku seiak tan:;;gal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 

BABV 
KE'fENTUAN PENUTUP 
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